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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

NOMOR 08 TAHUN  2008 

 

TENTANG 

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, maka dipandang perlu melakukan Organisasi 

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur;  
 

b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Dinas 

Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi 

urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, 

dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil 

analisis  jabatan dan analisis beban kerja dilakukan 

penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi  Kalimantan Timur; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1956  tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 1106); 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara  Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) 

dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 

59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4438); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  

Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 4014); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4578); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4741); 
 

12. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal         

1 Juli 2008 tentang Pemberhentian                                    

Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa 

jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat                       

Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur 

Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur 

dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 

Tahun 2008-2013; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 

05). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

dan 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 

 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah.   

 

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur. 

 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

8. Unsur Pengawasan Daerah Provinsi adalah badan pengawasan daerah yang 

selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. 
 

9. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur. 

 

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas 

teknis pada dinas dan badan. 

 

11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam 

struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
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BAB II 

 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

terdiri atas : 

 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

c. Dinas Kesehatan; 

d. Dinas Sosial; 

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

f. Dinas Perhubungan; 

g. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

i. Dinas Pekerjaan Umum; 

j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM); 

k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan; 

l. Dinas Peternakan; 

m. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

n. Dinas Perkebunan; 

o. Dinas Kehutanan; 

p. Dinas Pertambangan dan Energi; 

q. Dinas Pendapatan Daerah. 

 

(2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


